DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/17 /DPRD/X/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP HASIL FASILITASI 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Menimbang

Mengingat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PANGKALPINANG,

bahwa, 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang, setelah disetujui oleh DPRD Kota
Pangkalpinang, di Fasilitasi oleh Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung;

bahwa hasil fasilitasi Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
untuk dilakukan penyesuaian dan Penyempurnaan
terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang;

bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pangkalpinang;

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang
Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5802);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 389);



12. Peraturan  Menteri Pekerjaan @ Umum  dan
Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 456);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2014 Nomor 02);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022
Nomor 34);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2024 Nomor 45);

19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2019, Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU :  Menerima dan Menyetujui hasil fasilitasi 2 (Dua) Rancangan
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang
Pengelolaan Air Limbah Domestik;



KEDUA

KETIGA

2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Hasil Fasilitasi Atas 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang sebagai dasar Penetapan Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 29 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

WAKIL KETUA,

HIBIR



